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A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 9

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Perempuan dan Anak Perspektif Figih Siyasah, dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019
telah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PMDP3A) Kabupaten Musi Rawas Utara melalui
berbagai program pencegahan, penanganan, dan
pemulihan korban kekerasan. Dinas PMDP3A telah
melakukan sosialisasi, kampanye, edukasi, penyediaan
layanan psikologis, serta menjalin kerja sama dengan
lembaga terkait.Masalah utama dalam penerapan
peraturan tersebut adalah terbatasnya anggaran,
koordinasi yang  belum maksimal, kurangnya
infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat
untuk  melaporkan  kasus  kekerasan.Faktor-faktor
tersebut menghambat keberhasilan peraturan daerah,
meskipun secara inti regulasi dan program sudah sesuai
dengan tujuan perlindungan perempuan dan anak.

Namun, tantangan tetap ada, seperti memberikan
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pemahaman kepada Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas
Utara secara merata untuk lebih dapat menerima informasi
tentang kekerasan pada perempuan dan anak sehingga
tidak ada lagi kasus yang tidak di laporkan.

2. Dalam  perspektif Figih Siyasah, Pelaksanaan Perda
Nomor 9 Tahun 2014 mencerminkan bentuk tanggung
jawab konstitusional pemerintah daerah sebagai wali al-amr
dalam melindungi jiwa dan keturunan (hifdz an-nafs wa  al-
nasl), namun pelaksanaannya belum memenuhi prinsip-
prinsip keadilan dan kemaslahatan secara menyeluruh.
Minimnya akses informasi dan terbatasnya pelibatan
masyarakat ~dalam proses pelaporan dan edukasi
mencerminkan adanya bentuk fafrith (kelalaian) dalam
menjalankan amanat syar’i. Dalam figih siyasah, negara tidak
hanya dituntut membuat kebijakan, tapi juga memastikan
implementasi berjalan efektif dan berkeadilan. Maka,
kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten
Musi Rawas Utara harus ditingkatkan melalui pendekatan
yang tidak hanya legalistik, tetapi juga moral, partisipatif,
dan berbasis maqgashid syari’ah, agar benar-benar menjadi
perlindungan substantif bagi anak-anak sebagai generasi
masa depan.

B. Saran
Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan

beberapa saran yang diharapkan dapat memperkuat
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implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, antara

lain:

1.

Di harapkan harus lebih lebih berkoordinasi lagi supaya
tau kendala apa yang ada di Dinas baik dari segi
pencegahan maupun perlindungan yang dilakukan
terhadap kasus kekerasan terhadap anak, agar Peraturan
yang telah di amanatkan dapat berjalan dengan
maksimal.
Di harapkan Dinas PMDP3A lebih Meningkatkan
kualitas interaksi dan pendidikan kepada masyarakat,
khususnya di daerah pedesaan yang terpencil, agar
pemahaman tentang pentingnya melindungi perempuan
dan anak menyebar secara merata dan mampu
mengubah cara pandang masyarakat yang masih melihat
kekerasan sebagai masalah pribadi atau aib dalam
keluarga.Meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia dalam lingkungan Dinas PMDP3A melalui
pelatihan  yang  berkelanjutan  tentang  teknik
pendampingan bagi korban, konseling, serta cara
menangani kasus, agar layanan yang diberikan semakin
profesional dan memenuhi kebutuhan para korban.
Mengoptimalkan sistem pengawasan dan evaluasi
program di berbagai tingkatan, baik di kabupaten,
kecamatan, maupun desa, dengan melibatkan aparat desa

dan kader masyarakat, supaya pelaksanaan perlindungan
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bisa berjalan lebih terukur, efektif, dan transparan.

Di harapkan kepada Masyarakat Kabupaten Musi Rawas
Utara dapat berperan aktif dalam mendukung
penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
dengan meningkatkan kesadaran hukum dan sosial
mengenai pentingnya melindungi kelompok rentan dari
segala bentuk kekerasan. Sikap saling peduli, responsif
terhadap laporan kasus, serta keberanian untuk melaporkan
tindak kekerasan kepada pihak berwenang sangat
diperlukan agar korban tidak merasa sendirian dan
mendapatkan perlindungan yang layak. Selain itu,
masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan
sosialisasi, penyuluhan, maupun program pemberdayaan
yang dilaksanakan  pemerintah, sehingga tercipta
lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan.
Peran keluarga, khususnya orang tua, juga sangat penting
dalam memberikan pendidikan moral, pengawasan, serta
kasih sayang kepada anak, sehingga pencegahan kekerasan

dapat dimulai sejak lingkup terkecil, yakni rumah tangga.
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